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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal  99 ayat  (3) 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 322); 

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

26); 
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang 
Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1314);  
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 

BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN 
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL 

PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA. 
 

BAB I 

TUGAS DAN JENJANG JABATAN 
 

Bagian Kesatu 
Tugas 

 
Pasal 1 

Tugas Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana yaitu melakukan pengelolaan perkembangan 
kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga 

berencana. 
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Pasal 2 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana melakukan kegiatan: 
a. pencatatan dan pelaporan, merupakan kegiatan 

pencatatan dan pelaporan program pembangunan 

keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; 
b. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan kegiatan 

komunikasi pengetahuan serta memperbaiki sikap dan 
perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam 

program pembangunan keluarga, kependudukan, dan 
keluarga berencana; dan 

c. pelayanan, merupakan kegiatan pelayanan dan fasilitasi 

di bidang program pembangunan keluarga, 
kependudukan, dan keluarga berencana untuk 

memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan/atau 
masyarakat di lini lapangan. 

 
Bagian Kedua 

Jenjang Jabatan 

 
Pasal 3 

(1) Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana merupakan jabatan fungsional kategori 

keterampilan. 
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas: 
a. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana Pemula; 
b. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana Terampil; 
c. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana Mahir; dan 

d. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana Penyelia. 

 
BAB II 

PENYUSUNAN KEBUTUHAN 
 

Pasal 4 

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana dilakukan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis 
instansi pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana dan mempertimbangkan dinamika 
atau perkembangan organisasi.  

(2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas 

kebutuhan organisasi. 
(3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 5 
Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana dilakukan melalui tahapan: 

a. penghitungan; dan 
b. pengusulan. 

 
Pasal 6 

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mendapatkan 

kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana untuk jangka waktu tertentu.  

 
Pasal 7 

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a harus mendukung pencapaian 

tujuan organisasi pada instansi pengguna Jabatan 
Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang 

disusun berdasarkan beban kerja Jabatan Fungsional 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana. 

(2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana dilakukan berdasarkan 
atas: 

a. beban kerja; 
b. persentase kontribusi; dan 

c. standar kemampuan rata-rata penyelesaian 
kegiatan.  

(3) Beban kerja pada instansi pengguna Jabatan Fungsional 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh berdasarkan 

jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi 
pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana.  
(4) Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu 
penyelesaian ruang lingkup kegiatan Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana yang dilakukan pada jenjang 

tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan 
pada ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana pada seluruh jenjang.  
(5) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui studi beban kerja 
pada tugas yang menjadi lokus (titik berat) dari suatu 

jenjang Petugas Lapangan Keluarga Berencana. 
(6) Penghitungan dan Pengusulan Formasi Jabatan 

Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

dilakukan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.   



2023, No. 731 -5- 

BAB III  

PENUTUP 
 

Pasal 8 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 September 2023 
 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN 
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
HASTO WARDOYO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 September 2023 
 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd. 
 
ASEP N. MULYANA  
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